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GUBERNUR GORONTALO 
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

PROVINS! GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR GORONTALO, 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional, perlu ditetapkan standar harga satuan biaya 
perjalanan dinas; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perjalanan dinas perlu diatur dalam suatu sistem
prosedur dan mekanisme yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Gorontalo tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Gorontalo;

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
258, Tambahan Lembaran Negara ReP.ublik Indonesia Nomor 4060); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahu{l 2014 t)ntang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Irtdonbsia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lem baran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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Paragraf 5 

Pertanggunruawaban 

Pasal 37 

(1) Setiap PNSD, CPNSD dan atau non PNSD yang telah menjalankan

penugasan khusus yang mendapat penggantian transport lokal

berkewajiban membuat laporan penugasan.

(2) Laporan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat

kolekt.if sepanjang mempunyai tujuan penugasan yang sama.

(3) Kelengkapan pertanggunruawaban transport lokal adalah:

a. Surat perintah tugas tertentu;

b. kwitansi dan rincian pembayaran; dan

c. laporan penugasan.

(4) Biaya transport lokal dibebankan pada rincian objek belanja

perjalanan dinas dalarn negeri dan sub rincian obyek belanja

perjalanan dinas dalam kota.

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal38 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur 

Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 

2019 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 39 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. 

Diundangkan di Gorontalo 
pada tanggal 2021 

Ditetapkan di Gorontalo 

Jlada tanggal

I!] I!] DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH 

RUSU HABIBIE 
Gubernur Gorontalo 

BERITA DAERAH PROVINS! GO RO NT ALO TAHUN 2021 NOMOR .... 

2021 

WAGUB 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
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